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ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  

SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN MODERNISASI SISTEM 

ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  

KOTA PALEMBANG 

Oleh : 

Ahmad Rahmadi Rendra 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemeriksaan Pajak (2) Sanksi 

Perpajakan (3) Self Assessment System (4) Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 

UMKM Kota Palembang dengan teknik pengambilan data simple random sampling 

dengan total 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan (1) pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (2) sanksi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (3) self assessment system 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (4) modernisasi sistem 

administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assessment System, 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. 

Ketua, 

     
Nilam Kesuma, S.E., M.Si.,Ak. 

NIP. 19820728015101201 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Akuntansi 

    
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF TAX INSPECTIONS, TAX SANCTIONS, SELF 

ASSESSMENT SYSTEM AND MODERNISATION OF THE TAX 

ADMINISTRATION SYSTEM ON THE COMPLIANCE OF  

UMKM TAXPAYERS IN PALEMBANG CITY 

By : 

Ahmad Rahmadi Rendra 

This research aims to discover the effect of (1) Tax Inspections (2) Tax 

Sanctions (3) Self Assessment System (4) Modernisation of the Tax Administration 

System in influencing taxpayer compliance. The method used in this research is 

quantitative method. The population of this study UMKM Palembang city using 

simple random sampling method with a total of 40 respondents. The results showed 

(1) tax inspections has a positive effect on taxpayer compliance (2) tax sanctions 

has a positive effect on taxpayer compliance (3) self assessment system has a 

positive effect on taxpayer compliance (4) modernisation of the tax administration 

system has a positive effect on taxpayer compliance. 

Keywords : Tax Inspections, Tax Sanctions, Self Assessment System, 

Modernisation of the Tax Administration System and Taxpayers Compliance. 

Chairman, 

 

Nilam Kesuma, S.E., M.Si.,Ak. 

NIP. 19820728015101201 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan 

keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 

berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (Sandra & Chandra, 2021) pajak 

adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Apabila 

dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan 

pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan 

penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah salah satu 

sumber terbesar yang menyumbang pendapatan nasional. Penerimaan pendapatan 

negara pada tahun 2019 – 2021 disajikan pada Tabel 1 Berikut ini. 

 

 



20 
 

Tabel 1.1 

Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2021  1 

Sumber Penerimaan Negara Jumlah Penerimaan (Triliun 

Rupiah) 

Tahun 2019 

Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

1.546,1 

409.0 

Tahun 2020 

Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

1.865,7 

367,0 

Tahun 2021 

Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

1.444,5 

298,2 

Sumber (www.pajak.go.id 2022). 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sumber pendapatan pajak adalah 

yang terbesar, yaitu tahun 2019 sebesar 1.546,1, lalu 2020 sebesar 1.865,7 dan 

tahun 2021 sebesar 1.444,5 lalu diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP) yaitu tahun 2019 sebesar 409,0, lalu 2020 sebesar 367,0 dan tahun 2021 

sebesar 298,2. Menurut (Fitrayusarah, 2021) sebagai berikut “Pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan,dan/atau bukti 

yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

umtuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan”. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Juwita & Wasif 2020). 
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Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan  

yang Dilakukan Pemeriksaan 1 
Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang 

Dilakukan Pemeriksaan 

2018 14 

2019 7 

2020 10 

2021 12 

Sumber : (KPP Pratama Seberang Ulu, 2023) 

 Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi 

non karyawan yang terdaftar di tahun 2018 – 2021 mengalami kenaikan dan 

penurunan ditiap tahunnya ini memperlihatkan masih banyak wajib pajak orang 

pribadi non karyawan yang belum memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk 

melaporan SPT Tahunan sehingga diperiksa oleh pemeriksa wajib pajak. 

Menurut (Mardiasmo, 2019) Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat 

ini adalah self assessment dengan pengertian bahwa sistem self assessment ini 

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri 

pajak yang terutang dan kemudian menyetor serta melaporkannya ke kantor 

pelayanan pajak tempat ia terdaftar. Penerapan self assesment sistem sebagai dasar 

pungutan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mampu merubah Wajib Pajak 

untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Kepercayaan 

yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem self 

assesment tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, 

masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakibatkan karena 
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pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang 

diberikan kepada wajib pajak yang melanggar juga belum maksimal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan untuk 

menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya dan tidak sedikit wajib 

pajak yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk menyampaikan jumlah pajak 

yang tidak tepat atau melaporkan pajaknya dengan terlambat. Oleh karena itu 

terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar wajib pajak 

dapat melaporkan pajaknya dengan patuh. Kepatuhan membayar pajak adalah 

masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. 

Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib 

pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor yang berasal dari wajib pajak 

itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, suasana individual 

wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah sedangkan faktor 

yang berasal dari luar wajib pajak seperti Pendidikan, system perpajakan, 

sosialisasi, informasi tentang perpajakan, kinerja aparatur pajak dan penegakan 

hukum. 

Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya sudah 

diantisipasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi 

oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2007 dan terakhir direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 16 

Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada awalnya Pasal 12 ayat (1) 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa 
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setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 

adanya Surat Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak sama 

sekali tidak akan menerbitakan Surat Ketetapan Pajak. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa 

Surat Ketetapan Pajak tetap diterbitkan tetapi hanya terbatas pada Wajib Pajak 

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat 

Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh 

wajib pajak badan (Gayatri, 2019). Seiring dengan berjalannya waktu terlihat 

bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga Direktorat Jenderal Pajak merasa 

perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, 

pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut 

ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan 

perpajakan berupa, online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan sistem 

informasi Direktroat Jenderal Pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga 

melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan Single 

Identification Number serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan dan 

disempurnakan (Slimarja, 2023).  

Menurut (Hediati & Dewi, 2021) Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan 

berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, 

yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi 
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informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari 

masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang 

profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance. 

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung 

program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, 

korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan 

wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah 

berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan 

kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak 

dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam 

melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak (Hediati & Dewi, 2021).  

Tabel 1.3 

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang  

Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu 1 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi Non Karyawan 

Terdaftar 

Jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi Non Karyawan yang 

Melaporkan SPT Tahunan 

2019 1.687 2.840 

2020 17.787 2.272 

2021 3.088 1.348 

Sumber : (KPP Pratama Seberang Ulu, 2023) 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 sebanyak 

1.687 ke 2020 sebanyak 17.787 terdapat kenaikan signifikan jumlah  wajib pajak 

orang pribadi non karyawan yang mendaftar akan tetapi pada tahun selanjutnya 

2021 sebanyak 3.088 mengalami penurunan yang signifikan juga yang diakibatkan 

oleh dampak COVID-19 yang melanda di Indonesia sedangkan untuk jumlah wajib 
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pajak orang pribadi non karyawan yang melaporkan SPT tahunan tahun 2019 

sebanyak 2.840 ke 2020 sebanyak 2.272 terdapat penurunan yang cukup signifikan 

jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftar akan tetapi pada 

tahun selanjutnya 2021 sebanyak 1.348 di mana mengalami penurunan kembali 

oleh karena dampak COVID-19 yang melanda Indonesia serta melumpuhkan sektor 

perekonomian Indonesia. 

Menurut (Satria, 2019) Berdasarkan data dari dinas koperasi dan UKM Kota 

Palembang sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa ada 37.000 UKM tercatat 

oleh Dinas Koperasi dan UKM Palembang. Target binaan sepanjang tahun 2019 

sebanyak 4.000 pelaku usaha mikro , kecil dan menengah Kota Palembang namun, 

tidak lebih dari 50% yang bisa langsung dibina dan sisa target binaan sekitar 2.000 

UKM lebih belum sama sekali tersentuh. Salah satu bentuk binaan terhadap 

pengembangan UKM Kota Palembang ini adalah dengan penyaluran dana pinjaman 

modal usaha tanpa agunan sebesar Rp 3.000.000 kemudian perizinan serta 

kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha yang dijalankan. 

Kelompok UKM Kota Palembang dihadapkan pada rendahnya akses terhadap 

sumber-sumber pembiayaan yang potensial terbukti dengan target rencana 

pembinaan UKM tahun 2019 sebanyak 4.000 UKM dengan program salah satunya 

penawaran pinjaman tanpa agunan jumlah keterlibatan UKM terhadap program ini 

tidak sampai 50%. Di sisi lain Kota Palembang mengalami perkembangan yang 

cukup signifikan dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya 

pun nampak mulai terlihat jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan 

lembaga keuangan pun tampak jelas berkembang, fenomena ini menjadikan 
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keberadaan lembaga keuangan berupa koperasipun yang telah lama menjadi 

sahabat masyarakat juga semakin banyak, telah muncul dan terdata sebanyak 689 

koperasi yang ada di Dinas Koperasi Kota Palembang dan dari jumlah yang ada 

tersebut terdapat di dalamnya hanya 8 koperasi berbasis syariah.  

Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak mengatakan data pelaku usaha, mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) diperkirakan sebanyak 60 juta dengan kontribusi 

sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, baru 1.5 

juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap 

total penerimaan pajak penghasilan yang melakukan pembayaran sendiri oleh wajib 

pajak (katadata.co.id). Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013, yang diubah Kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar 

yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5% 

untuk seluruh UMKM. Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah wajib 

pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, ternyata masih ada 

beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini. Hal ini 

demikian merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh petugas 

pajak. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam menilai 

kepatuhan wajib pajak seperti sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran 

wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan. Tujuan diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2019 ini adalah mendorong masyarakat agar 
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ikut serta dalam aktivitas ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan 

kesederhanaan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. 

Memberikan keseimbangan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 

tertentu yang telah mampu melakukan pencatatan yang pada akhirnya wajib pajak 

dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-

undang pajak penghasilan (Ratnasari, 2020).  

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disebut 

UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan UMKM kini telah 

menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia.  

Tabel 1.4 

Kriteria UMKM 1 

No. Uraian Kriteria 

Aset Omzet 

1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 juta 

2. Usaha Kecil >50 Juta – 500 

Juta 

> 300 Juta – 2, 5 

Milyar 

3. Usaha Menengah >500 Juta – 100 

Milyar 

>2,5 Milyar – 50 

Milyar  

Sumber : Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha  Mikro, 

Kecil dan Menengah Bab IV Pasal 6 yakni : 
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1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2.  Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus rupiah). 

3.  Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 
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Tabel 1.5 

Jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2022 1 

URAIAN SATUAN 2019 2020 2021 2022 

Jumlah UMKM Unit 37.902 45.827 101.904 80.903 

Pengusaha Mikro Unit 12.655 12.655 101.903 80.903 

Pengusaha Kecil Unit 19.630 27.475 - - 

Pengusaha 

Menengah 

Unit 5.617 5.697 1 - 

Sumber : DinkopUKM Kota Palembang, 2022 

 Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah 

UMKM Kota Palembang dari tahun 2019 – 2021 akan tetapi memasuki tahun 2022 

mengalami penurunan yang cukup signifikan mengingat di tahun tersebut ialah 

tahun transisi dari masa pandemi Covid-19 ke masa endemi Covid-19 dan bisa 

dilihat juga jumlah pengusaha mikro ialah yang terbanyak dari pengusaha yang lain 

yang di mana ini menjadikan Kota Palembang penggerak roda perekonomian 

Indonesia yang berbasis UMKM. 

Menurut (Campin, 2019) menyimpulkan UMKM memiliki potensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (Scarborough, 2017) menambahkan 

bahwa pengusaha berperan menciptakan perusahaan, pekerjaan, kekayaan dan 

solusi inovatif untuk beberapa masalah yang ada di dunia. Menurut data 

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah 

pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di 

Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah 117 juta pekerja atau 97% dari 
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daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap 

perekonomian nasional Pendapatan Bruto Nasional (PDB) sebesar 61,1% dan 

sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 

sebesar 5.550 atau 0,1% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi 

oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja 

sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap Pendapatan Bruto 

Nasional (PDB) hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai 

potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha 

mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Dengan 

meningkatnya jumlah UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih 

besar dalam penerimaan pendapatan suatu negara terutama meningkatkan 

penerimaan pajak. 

Tabel 1.6 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan  

yang Tidak Lapor SPT Tahunan 1 

Tahun 
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan tidak 

Lapor SPT Tahunan 

2018 7.602 

2019 8.354 

2020 10.600 

2021 29.170 

Sumber : (KPP Pratama Seberang Ulu, 2023) 

 Berdasarkan tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa menurunnya kesadaran 

untuk melaporkan SPT Tahunan terlihat dari  jumlah wajib pajak orang pribadi non 

karyawan, dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non 
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karyawan yang tidak melaporkan SPT Tahunan nya mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. 

Menurut (Hidayah, 2022) Setiap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) termasuk di dalamnya pengusaha yang menjalankan bisnis online shop 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh) ketika memperoleh 

keuntungan mulai dari ratusan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Menurut 

(Ariani, 2021) Saat ini masih sering terjadi dilemma antara para pelaku bisnis 

UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Para pelaku 

bisnis UMKM tidak semua mengerti tentang bagaimana proses pengenaan pajak 

atas usahanya, sehingga banyak diantara mereka memilih untuk diam dan tidak 

memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinnya. Hal ini tentunya bisa 

menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan, maka perlu segera 

dicarikan solusi agar para pelaku bisnis UMKM bisa dipermudah dalam 

menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya.  

Menurut (Marinto, 2017), Hal ini perlu didorong, sebab saat ini masih 

banyak UMKM yang belum cukup melek teknologi digital. Saat ini menurut data 

dari Google Indonesia, potensi 8 Juta UMKM Go Online itu sudah terlihat namun, 

pemerintah berupaya agar 8 Juta UMKM Go Online tidak sekedar jadi angka 

statistik saja, angka tersebut harus jadi 8 Juta UMKM Go Online yang benar-benar 

jadi kekuatan baru ekonomi untuk mendukung perekonomian digital Indonesia. 

Upaya menjadikan 8 Juta UMKM Go Online yang tangguh inilah yang perlu 

diprakarsai secara bersama oleh berbagai pihak. Harus ada sinkronisasi dari 
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berbagai pihak terkait (stakeholders) untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan 

digital berbasis UMKM. 

Menurut (Darmayasa et al., 2022) Upaya meningkatkan penerimaan pajak 

melalui reformasi sistem perpajakan untuk mendukung UMKM bahwa sistem 

pembayaran dan sistem pelaporan yang lebih mudah menurut otoritas pajak belum 

tentu sama dengan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP). 

Terdapat banyak pendapat yang menyatakan bahwa cara perhitungan pajak yang 

terutang masih tergolong sulit bagi pelaku UMKM dengan kemampuan dan 

pengetahuan tentang pencatatan akuntansi yang masih minim, kurangnya 

pemahaman dalam menghitung jumlah PPh badan terutang, mendorong pemerintah 

untuk melakukan reformasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang baru untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM Kota Palembang? 

b. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM Kota Palembang? 

c. Bagaimana self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM Kota Palembang? 

d. Bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang? 
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e. Bagaimana pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, self assessment system dan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang. 

b. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang. 

c. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh self assessment system 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang. 

d. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh modernisasi sistem 

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota 

Palembang. 

e. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh pemeriksaan pajak, sanksi 

perpajakan, self assessment system dan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis pengaruh 

pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, self assessment system dan modernisasi 

sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota 

Palembang yaitu : 
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a. Bagi pemerintah Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah informasi dan 

pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan 

penerimaan wajib pajak. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan 

dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap 

hukum dan tidak melakukan penyimpangan. 

c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu 

khususnya dalam Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assessment 

System dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan baik sehingga 

dapat mengurangi penyimpangan atau praktik Tax Avoidance. 
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